
 

 

 

 

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT  

NOMOR 282 TAHUN 2015  

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

AKADEMI KEPERAWATAN DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN                
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PENUH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, 
perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal pada Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan dengan status 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
Penuh; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Akademi Keperawatan dengan Status Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Udang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                        
Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor  33 Tahun  2004  tentang  
Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009               
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5068); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas                      
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5589); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah   

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010                  

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4594); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4594); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar 

Pelayanan Minimal; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                

Tahun 2011 Nomor 310); 

20. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam  Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010  
Nomor 537); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum 
Daerah; 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat 

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 
22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut                 
Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut                            
Tahun 2014 Nomor 9); 

27. Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas 

Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Garut Nomor 690 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 
2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten 

Garut Tahun 2014 Nomor 72); 

Memperhatikan :  Keputusan Bupati Garut Nomor 420/Kep.856-Org/2013 
tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi 

Keperawatan dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

AKADEMI KEPERAWATAN DENGAN STATUS POLA 
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH PENUH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Garut. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. 

5. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Keperawatan 
dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

Penuh.  

6. Akademi Keperawatan Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut Akper 
adalah Akademi Keperawatan sebagai Unit Kerja pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Garut yang telah menerapkan status Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 

7. Pelayanan Pendidikan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh 

Akper kepada masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan, pelayanan 
penelitian dan pelayanan administrasi. 

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi 
teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Akper kepada 
masyarakat. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman Akper dalam 
menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi di bidang keperawatan. 

(2) Tujuan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan 
pendidikan keperawatan.  

BAB III 

PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL AKPER 

Pasal 3 

(1) Akper menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang keperawatan tingkat 
Diploma III berdasarkan SPM. 

(2) Ruang lingkup SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

dalam penyelenggaraan pelayanan Akper, meliputi:  

a. pelayanan pendidikan:  

b. organisasi dan sumber daya manusia; dan 

c. sarana dan prasarana. 

(3) Uraian SPM dengan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum  dalam Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN 

Pasal 4 

SPM   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   merupakan   acuan   dalam 

perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan. 

BAB V  

PENGEMBANGAN KAPASITAS 

Pasal 5 

(1) Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  memfasilitasi  penyelenggaraan  pelayanan 
pendidikan di  Akper sesuai SPM. 

(2) Fasilitasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dalam  bentuk  pemberian 
standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan, meliputi: 

a. perhitungan kebutuhan pelayanan pendidikan sesuai SPM; 

b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target; 

c. penilaian pengukuran kinerja; dan 

d. penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM. 

BAB VI 

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 6 

(1) Direktur  melaksanakan  pengawasan  dalam  menyelenggarakan  pelayanan 
pendidikan di  Akper sesuai SPM. 

(2) Direktur menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Akper sesuai 
SPM kepada Bupati melalui Dinas. 

Pasal 7 

(1) Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Akper yang 
dilakukan oleh Dinas berdasarkan SPM yang ditetapkan. 

(2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan SPM kepada Bupati                          
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 8 

Seluruh pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Akper untuk pencapaian target 

sesuai SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Akper. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Hal-hal  lain  yang  belum  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  ini  sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh Direktur berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

  Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 29 - 4 - 2015 

 B U P A T I  G A R U T, 

    t t d     

     RUDY GUNAWAN  

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 29 - 4 - 2015 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

           t t d          

   I M A N  A L I R A H M A N 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2015 NOMOR 14  

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM 
 
 
 
         
        LUKMAN HAKIM 
           Pembina IV/a 

NIP. 19740714 199803 1 006 
 

 


